
KTPALA DESA XEDAWOI{G
I(ABUPATEN JOMBANG

PERATURAil DTSA KIDAWONG
l{oMoR 2 TAllrtN 2017

TEI{TANG

SUSI'!.AI( ORGAXISASI DAIT TATA KERJA PETIERINTAH DESA

DEITGAN RAHMAT TT'HAN YANG IYIAIIA ESA

KEPALA DESA KEDAWOI{G,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2O16 tentang
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah
Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55afl sebagaimana telah diubah
teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679l.;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang I'b| or 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Repub$c firdonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebqgaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2O15
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor
157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
57r71;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2OO7
tentang Pedoman Fenyueunan dan Fendayagunaan Data
Profil Desa/Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentant Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 2O91);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Ttansmigrasi Nomor I Tahun 2O15 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
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Dengan Kesepahatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DE8A KEDAWONG

dan
KEPALA DESA KPDAWOI|G,

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGAIIISASI DAN

TATA XER^JA PEMERINTAII DESA

1. Desa adalah desa Kedawong
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rrmah tangga Desanya dan
melaksanal<an tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang

t okal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O 15 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2O 1 5

l".rtrt g Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

ig.tit. N.g".a ne-puttit< Indonesia Tahun 2O 16 Nomor 4);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2O 15

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(Berita=Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 5);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 16

Nomor 6);
1O. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2O16

tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2O16 Nomor I /D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2O16
tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2O 16 Nomor 3/D);

13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pecloman
Pen3rusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 20 16
Nomor 57 I El

BAB I
KETENTUAN U}IIIM

Pacal I
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5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan danKepala.- Seksi yang melaksanakan tugas 'tertentu 
diangkatdan diberhentikan oleh Kepala Desi dengan Keputusan

Kepala Desa.

6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas_
batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut
BPD adalah BPD Kedawong

ukung
yang

unsur

BAB II
ORGANISASI PEMERIICTAH DTSA

Pasal 2
(1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:

a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri
atas :

a. Sekretaris Desa;

b. Pelaksana Teknis; dan
c. Pelaksana Kewilayahan.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

BAB III
KEDUDUKAIT

Pacal 4
(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah

Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pend
igSas KeRala Desa dalam pelak*"*" t"Utrf.""
fiwllatri dalam bentuk p.i"t"""" -t"Lil- a",kewilayahan.
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(3)

Sekretaris Desa berkertudukan. sebagai unsur perangkat
B::;. 

,.-o""tu Kepara o."" a"., 
-i?lriiii,l 

s.r..t..i"t
Kepala Dusun berkedudukar sebagai unsur pembantuKepala Desa sebagai satuan tugas ke-wilayahan.
Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.(4)

BAB tV
TUGAS DAN FUIYGSI

Pagal 5
(1 ) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan

Desa, melaksanakan pembanglrnan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai
berikut:
a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata

praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa,
pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya
perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah.

b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan
sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan
bidarrg pcndidikan, kesehatan.

c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan
hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi
masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan,
dan keten agakerjaa n.

d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi
dan motivasi masyarakat di bidang budaya,
ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e. menjaga hulrungan kemitraan dengan lembaga
masyarakat dan lembaga lainnya

Pesal 6
(1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam

bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala
Urusan.

(2t Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata
naskah, administrasi surat men)rurat, arsip, dan
ekspedisi.

b. melaksanakan unrsan umum seperti penataan
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana
perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan
dinas, dan pelayanan umllm.

c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengumsan



administrasi keuangan, administrasi sumber-
sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi
administrasi keuangan, dan admnistrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan
lembaga pemerintahan desa lainnya'

d. melaksanakan urusan perencanaan seperti
menln-lsun rencana anggaran pendapatan dan
belanja desa, menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7
(1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam

pelaksanaan tugas di wilaYahnYa.
(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
a. pembinaan ketentraman dan ketertiban,

pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
mobilitas kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah.

b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di
wilayahnya.

c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran
masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat
dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.

Paeal 8
(1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa scbagai

pelaksana tugas operasional.
(21 Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai

fungsi:
a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi

melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan,
men5rusun rancangan regulasi desa, pembinaan
masalah pe rtanahan, penrbinaan ketentraman dan
ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, kependudukan, penataan dan
pengelolaan wilayah, serta pendataan daIr
pengelolaarr Profil Desa.

b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi
melaksanakan pemban5Srnan sarana prasarana
perdesaan, pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,
olahraga, dan karang taruna.

c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi
melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,

5
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pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V
TATA KERJA

Paaal 9
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

Pesal 1()

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum
pada Lampiran yang mempakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

BAB \II
X TEilTUAIT PEITUTUP

Petal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam kmbaran Desa oleh
Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kedawong
pada tanggal 29 Januari 2Ol7

,v

KEDAWONG

OAALI

Diundangkan di Kedawong

pada tanggal 29 Januari 2Ol7

Plt. S DESA KEDAWONG

IRFAN

LEMBARAII DEAA KEDAWOIIG TAHUil 2017 NOMOR 2/D

MU
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KABUPATEN JOMBANG KECAMATAN DIWEK

KANTOR DESA KEDAWONG

Jl.Gajahmada No. 49 Telp. O32L-A72@2

BERITA ACARA MUSYAWARAH

PEMBAHASAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DESA KEDAWONG

KECAMATAN DIWEK

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 57 TAHUN 2016

Pada hari ini Minggu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari

.Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Balai Desa Kedawong Kecamatan Diwek

Kabupaten Jombang, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Kepala Desa Kedawong

2. Ketua dan Anggota BPD Kedawong

3. Perangkat Desa Kedawong

Telah mengadakan Musyawarah Pembahasan Struktur Organisasi Tata

Kerja Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016, secara

musyawarah mufakat menghasilkan :

1. SOTK Desa Kedawong dengan klasifikasi desa Swakarya dengan

jumlah perangkat desa 9 orang :

a. 1 (satu) orang sekdes;

b. 2 (Dua) Kepala Urusan yaitu :

l. Kepala Urusan Keuangan

ll. Kepala Urusan Perencanaan

c. 3(Tiga) Kepala Seksiyaitu :

Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala SeksiPelayanan

d. 2 (Dua) Kepala Dusun, yaitu :

Xode Pos 61471
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Kepala Dusun Kedawong

Kepala Dusun Bote

Demikian berita acara ini di buat dengan sesungguhnya untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan.

Kedawong 29 Januari 2017

Kedawong

MUHAMAD IRFAN

NO Nama Unsur Tanda Tangan
---t.- ^

1

2

3

4

5

6

GHOZALI

M MAKMUN

ZAINUL ARIFIN

M IRFAN

MAHMUDIONO

M NAWAWI

Pemerintahan

BPD

Pemerintahan

Pemerintahan

Tomas

BPD

I %/
2

3

4

5

6


